V.

>

ESUPATI KARANGANYAR

————

PIERA'II URAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR@S TAHUN 2009 s

TENTANG

' URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL
- PADA IN‘:PEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

Menimbang

Mengingat

DEN(:AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

‘ BU PATI KARAN GANYAR

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun ‘2009 tentang

‘Organisasi dan Tata'Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan

| , 'Pelayanan Perijinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja

-Kabupaten Karanganyar agar lebih berdaya guna dan berhasil
‘guna, perlu disusun Uraian Tugas dan Fungsu Jabatan -
;Stluktural pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar

. .:bahwa berdasarkan pertlmbangan eebagaumana dlmaksud
~huruf a, perlu diatur dan dltetapkan dengan Peraturan Bupatl :

| :.Karanganyar

-—

. -Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
‘Daerah-daerah Kabupaten dalam ngkungan Provmsn Jawa. -
;Tengah : ,

. ‘Undang- Undang ‘Nomor 10 Th 2004 tentang Pembentukan :
:Peraturan- Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik -

- ‘Inclonesia Tahun 2004 Nomor 53,. Tambahan Lembaran Negara
»Republlk Indonesia Nomor 4389 "

:Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan
_Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
“Nomor 125, Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia
iNomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
.dengan™ \Undang_Undang Nomor. 12 . Tahun 2008 tentang
‘Perubahankedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

* .Inclonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

" Republik Indonesia Nomor 4844);
fUndang Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Penmbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

" ‘(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

. lTambahan Lembaran Negara Repubhk lndoneS|a Nomor 4438)

T
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'Menetapkan :

. :quaturan Pemermtah Nomor 79 Tahun 2005 te.ntang Pedoman
‘Pembinaan dan Pengawasan; Penyelenggaraan Pemerintah

" 'Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia‘ Tahun 2005

-Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia .

~ - Nomor 4593);

.}‘Ppraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
'Pembagian . Urusan Pemerintahan antara - Pemerintah,

- Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
;Kabupaten / Kota' (Lembaran Negara Republik Indonesia
~Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
. Indonesia Nomor 4737);

.'?'Po=raturan Pemermtah Nomor 41" Tahun 2007 tentang

. Organisasi Perangkat: Daerah (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun, 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
" Republik Indonesia Nomor 4741) ' .

. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengesahan

. Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
(IUndangan » :

.. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 57 Tahun 2007 tentang o

- Petunjuk Teknis Penataan Orgamsasa Perangkat Daerah;

- 10.

Peraturan Menteri- Dalam Negeri 'Nomor 64 . Tahun 2007

. tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan
* Kabupaten/Kota;

+1. Peraturan Daerah Kabu’paten 'Karanganyar‘ Nomor 7

" Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang
. menjadi Kewenangan ~ Pemerintah Daerah  Kabupaten
" Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

- Tahun 2008 Nomor 7)
12.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3

‘Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah, Badan Perizinan - Terpadu dan Satuan Polisi

‘Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah
‘Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3) :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPAT! TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
JABATAN ‘STRUKTURAL PADA INSPEKTORAT KABUPATEN

‘ KARANGANYAR

N

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalém Peraturan Bupati ini yang dlmaksud dengan:

i
2.

'Daerah adalah Kabupaten Karanganyar

Pemerintah Daerah ‘adalah Bupatl dan Perangkat Daerah
se=baga| unsur penyelenggara Pemenntah Daerah
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Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar

‘Bupatl adalah Bupati Karanganyar o

Sekretarls Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Karanganyar
Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawas fungsuonal yang berada di

- bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

lnspektur adalah Inspektur Kabupaten Karanganyar’ o

Usulan Program Kerja Pemeriksaan'Tahunan yang selanjutnya dlsmgkat UPKPT -
adalah usulan program kerja pemenksaan dalam satu tahun anggaran;

~ Program Kerja Pemeriksaan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah :
penetapan program tahunan pergawasan yang dlsahkan oleh pejabat yang

ben/venang,

Kertas Kerja Pemerlksaan yang selanjutnya dlsmgkat KKP adalah catatan atau
dokumentasi yang dibuat oleh auditor mengenai. bukti-bukti yang dikumpulkan,
berbagai teknik dan prosedur audlt yang d:terapkan serta SImpulan yang dlbuat e

- selama melakukan audit;

Naskah Hasll Pemeriksaan yang. selanjutnya dlsmgkat NHP adalah kumpulan :
dari lembar temuan audit untuk dnmmtakan persetu;uan dan penanggungjawab
obyek pemeriksaan, ~ :

Koreksi Intern yang selanjutnya dlsmgkat KI adalah surat dari Bupatl untuk s

- melaksanakan tindak lanjut hasil’ pemenksaan yang dnlaksanakan oleh aparat '

14

pengawas intern Pemerintah;

Lembar Ternuan Pemeriksaan yang selanjutnya dlsmgkat LTP adalah lembar:: P
~ temuan ‘pemeriksaan yang menggambarkan kondIS| temuan kntena sebab S
- akibat dan rekomendasi; SRt S :

»Aparat Pengawas Fungsuonal yang selanjutnya dlsmgkat APF adalah instansi

pemerintah yang dibentuk dengan. tugas: melaksanakan pengawasan intern di

-lingkungan pemerintah pusat dar/atau pemerintah daerah yang terdiri dari =

~ Badan Pengawasan Keuangan dan.Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal
~ Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada kemPnte”an i
' Inspektorat = Utama/lnspektorat = lembaga pemerintah  non. departemen,

k"]ln spektorat/Unit pengawasan intern pada kesekretariatan Lembaga Tlngql;'

BT
i 'mengkomumkasnkan hasn audlt kepada pemakan Iaporan

- Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dan unit
it pengawasan intern. pada Badan Hukum Pemenntah lamnya sesual dengan :

peraturan perundang- undangan } , s _ |
Laporan Hasil Pemeriksaan yang' selan]utnya dlsmgka’t LHP adalah sarana

BABN _
| SUSUNAN ORGAN‘I‘SASlq

Pasal 2 e

(1) Susunan O;gamsam lnspektorat terdm danﬁ

Inspektur ;
b Sekretanat membawahkan :
1. Sub Baglan Perencanaan o
2 Sub Bagnan EvaluaSI dan Pelaporan ‘

5 35 Sub Bag:,an AdmlnlatraS| dan U.mum.‘
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C. Inspektur Pembantu Wllayah l

membawahkan : Bidang Pemerintahan ‘dan Aparatur,
1. Se.kSl Pengawas Pemerintahan Umum;

2. Seksi - Pengawas Pemenntahan Da . Pemer L
Kelurahan: | | erah? | F?emerlntahan ~Desa dan

3. Sek5| Pengawas Aparatur |

d. Inspektur Pembantu Wllayah l Bldang Pendapatan dan Pengelolaan Aset,
membawahkan : :

1. Seksi Pengawas Pendapatan Pajak Daerah dan Penenmaan Lain-lain;
2 Seksi Pengawas Retribusi Daerah
' 3 Seksi Pengawas Pengelolaan Aset

e. Inspektur Pembantu Wllayah 1[E Bldang Perekonomian dan Pembangunan
membawahkan : : -

1. Seksi Pengawas Ekonomi, Koperasn dan Badan Usaha Milik Daerah;
2. Seksi Pengawas Industri, Perd’agangan Perhubungan dan Pariwisata;
3. Seksi Perigawas Pertanian; Permukiman dan Lingkungan H_idu~p.
f. Inspektur Pembantu Wilayahv v B'idang .Kesejahteréan Sosial,
membawahkan : ' '. .
1. Seksi Pengawas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Seksi Pengawas Kesehatan dan Keluarga Berencana
3. Seksi Pengawas Kependudukan Sosial, Teraga Kerja dan Transm|graSI

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dlplmpln oleh seorang Sekretans yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Inspektur, - L , ,

(38) Masing-masing Inspektur Pembantu Wllayah dxplmpm oleh seorang Inspektur_
Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur '

(4 Masing-masing : ‘Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub - ‘Bagian yang '

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

"(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah

, dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu yang bersangkutan :

- BABII
' URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

" Bagian Kesatu

Inspektur ,

Pasal 3

@) Inspektur mempunyan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Karanganyar,
pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemenntahan Desa dan

pelaksanaan urusan Pemenntahan Desa :
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(2) Dalam menyeleng921rakan tu
mempunyai fungsi :

gas sebagaimana din‘ﬁ,aksu‘d pada ayat 1), Inspektur

a. perencanaan jorOgram pengawasan;

b. perumusan kebnakan dan fasilitasi di

- bidang pengawasan yang meli

bldanq pengawasan yang mellputl.
endapatan: .dan pengelolaan aset,
ahteraan’ sosual serta kesekretariatan;

pengujian dan pemlasan tugas pengawasan' di

puti bidang bidang pemerintahan dan aparatur,
pendapatan dan pengelolaan. -aset, perekonomlan dan pembar?gunan
kesejahtelaan sosnal serta kesekretanata

bidang pemerintahan dan aparatur p
perekonorman dan pembangunan kesej

pemeriksaan, ° ‘pengusutan,

fungsmya

. pelaksanaan tugas lain yang d:benkan oleh Bupatl sesuai dengan tugas dan

(3) Uraian Tugas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), sebaga‘ benkut

a.

merumuskan - program keglatan Inspektorat berdasarkan . peraturan <

perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedla sebagai
pedoman pehkscmaan kegiatan; :

menjabarkan “perintah  atasan melalu1 pengkajlan permasa!ahan dan

peraturan perundang -undangan agar pelaksanaan tugas sesua| dengan
ketentuan yang berlaku . '

membagl tugas kepada bawahan sesuai dengan bldang tugasnya,
memberikan arahan dan petunjuk  secara lisan ‘maupun tertuhs guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; =

melaksanakan koordinasi dengan’ instansi terkait baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta qntuk |
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; '

merumuskan kebijakan Bupati di bidang pengawasan berdasarkan wewenang
yang diberikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan-arahan oparaSIonaI A

mengkoordinasikan dan- fasilitasi kegiatan d| bldang pengawasan sesuai
peraturan perundang- -undangan yang berlaku; .

mengendahkan pelaksanaan kegiatan di- bldang pengawasan sesuau" T
peraturan perundang-undangan yang berlaku; ‘ :

membina pelaksanaan. urusan pemenntahan di bidang pengawasan sesuai -
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; .

mengevaluasi pelaksanaan keglatan operasional di bldang pengawasan
dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah dlsusun sebagal
bahan penyusunan laporan ‘

. melaksanakan monltormg, evaluasi dan memlat prestaSI kerja pelaksanaanl

tugas bawahan secara berkala melalw S|stem penllaian yang tersed|a sebagai

‘cerminan penampllan kerja;

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagan dasar
pengambilan kebijakan; .

menyampalkan saran dan pertlmbangan kepada atasan secara lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

. melaksanakan tugas lain yang dlberlkan atasan sesual dengan tugas dan
‘ fungsmya : R _



(1) Sekretarls mempunyal tugas membantu lnspektur dalam merumu
mengkoordinasikan, memblna dan mengendalikan

keuangan, umum, kepegawalan evaluasi  dan pelaporan
Inspektorat. | : e

.Bagian Kedua
Sekretaris

; ' S Pasal 4

skan kebijakan,
- urusan perencanaan,
di Hngkungan

(2) Uraian Tugas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) sebagal benkut

a.

merumuskan program kegiatan = Sekretariat berdasarkan peratufan

perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai
pedoman pelaksanaan keglatan

menjabarkan perintah atasan’ ‘melalui pengkajlan permasalahan dan

peraturan  perundang-undangan agar pelaksaraan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; :

membag| tugas kepada bawahan sesuai dengan bldang tugasnya,
memberikan arahan dan petunjuk  secara lisan maupun tertuhs guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dengan‘ Inspektur ~ Pernbantu diwlingkungan
Inspektorat secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan
masukan, informasi serta untuk. mengevaluaS| permasalahan agar d|peroleh
hasil kerja yang optimal; :

merumuskan konsep kebijakan lnspektur sesuai bldang tugas di Sekretanat

merumuskan rencana dan program kerja UPKPT dengan cara memberikan,
edaran kepada Inspektur Pembantu Wllayah sebagal bahan penentuan obyek
pemeriksaan; co ‘

merumuskan rencana dan jadwal waktu pemenksaan . _
menyelenggarakan rapat-rapat kedinasan dengan unlt/mstan i terkait dalam

- hal pembahasan materi UPKPT, tindak lanjut hasil pemeriksaan, penanganan
- kasus, kajian khusus dan pertemuan dinas lainnya; :

mengkoorc‘masxkan menilai, menghlmpun dan - menggandakan serta -

: menylapkan arsip laporan hasil pemeriksaan;

enyelenggarakan Pelaﬂhan Di Kantor Sendm (PKS)

merumuskan program kegiatan berdasarkan hasﬂ rangkuman rencana

keglatan dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Inspektoral , .

melaksanakan’ . pelayanan pengelolaan keglatan admlmstra3| umum,
kepegawaian, ‘' keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah
tangga sesuai ketentuan yang’ berlaku guna kelancaran fugas;

.mengkoordmamkdn penyusunan Laporan Akuntablhtas Kmerja Instansi

Pemerintah " (LAKIP) - lnspektorat dan . ‘Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupatl (LKPJ); - Co ‘

melaksanakan blmblngan teknis fungsn-fungsu pelayanan administrasi:

- perkantoran sesuai pedoman dan peraturan pelundang -undangan yang =
- berlaku agar kegiatan kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;

melaksanalkan ker]asama pemngkatan SDM Bldang Pengawasan
melaksanakan kerjasama Pengawasan; ‘
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. merencanakan - pengiriman peserta lelat Teknis
| Semlnar/lokakarya Blmbmgan Teknis dan keglatan sejenisnya; -

- tugas bawahan secara berk
; cermman penampilan kerja;

Fungsional,

melaksanakan momtonng, evaluasi dan memlal prestasi kerja pelaksanaan

ala melalui sistem penllqlan yang tersedia sebagai

membuat laporan pelaksanaan . tugas

ke ada'.atasa sebagai  dac:
pengambllan kebijakan; p | n sebaga| dasar

menyampalkan saran dan pertlmbangan kepada atasan baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas Ialn yang. diberikan atasan sesuai dengan tugas dan -
fungsmya

| Paragraf 1
‘Kepala Sub Sagian Perencanaan

Pasal 5

(1) Kepala Sub Bagtan Perencanaan mempunyal tugas membantu Sekretarls dalam
menyiapkan bahan penyusunan dan -pengendalian rencana/program kerja
pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang
undangan, dckumentasi dan pengolahan data pengawasan.

(3) Uram tugas s«=bagalmana d|maksud ayat (1), sebagal berikut :

a.

T Qa ™0

menyusun program kegiatan Sub  Bagian Perencanaan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia
sebagal pedoman pelaksanaan kegnatan '

menjabarkan perintah atasan melalui pengkajlan permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesual dengan
ketentuan yang berlaku; | : .

membag| tugas kepada bawahan sesuai 'dengan bidang tugasnya, .
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan ‘maupun tertuhs guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; :

. melaksanakan koordlnaS| dengan Kepala Sub Baglan dan Kepala Seksi di

lingkungan Inspektorat secara: langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasx permasalahan
agar diperoleh hasil kerja yang Optxmal ,

menyiapkan rancana/program kerja pengawasan dan fa5|||ta31
menyusun anggaran |nspektorat

‘menylapkan laporan dan stat|st|k lnspektorat

menylapka“l peraturan perundang undangan

menylapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan
menyusun. Renstra;. "
menylapka'l konsep UPKPT

menyusun Konsep Naskah Dinas Keputusan Bupatl tentang Pengesahan ,
PKPT dan Jadwal Pelaksanaan Pemeriksaan; ' : R

. menyusun Surat Perintah Pemeriksaan;

mempers:apkan Bahan/keperiuan untuk pelaksanaan PKPT



menghimpun dan’ meneliti, konsep-konsep LHP _dan .. Kl‘ ‘ serta
mengadmlmstras,lkan secara tertib; ) i
menyusun Iapomn Iaporan yang berkaitan dengan pelaksanaan PKPT

melakoanakan monltorlng evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan &
tugas bawahan secara berkala melalui snstem pemlanan yang tersedla sebagal, :

- cerminan penampllan kerja; - o ’ =
membuat laporan pelaksanaan tugas kepdda atasan sebagal dasarﬂ

pengambllan kebuakan

menyampalkan saran dan pertlmbangan kepada atasan balk ‘secara Ilsan i

maupun te‘rtuhs sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas 3
melaksanakan tugas lain yang. dlberlkan atasan sesual dengan tugas dan

' ‘fungsmya

: Paragraf 2 ;
Kepala Sub Baglan EvaluaSI dan Pelaporan

Pasal 6

. : M Kepala Sub Baglan Evalua5| dan Pelaporan mempunyal tugas membantu, '

T o o

 Sekretaris dalam menylapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah,

- menilai dan - menyimpan  laporan - hasil pengawasan - aparat pengawasan
‘fungsional dan:melakukan adminstrasi pengaduan masyarakat qerta menyusun :
Iaporan keglatan pengawasan. * iy : :

(2) Uralan Tugas. sebac;almana dlmaksud pada ayat (1) sebagal berlkut
. menyusun program kegiatan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data 7

‘yang tersedla sebagal pedoman pelaksanaan keglatan

menjabarkan permtah atasan ‘melalui pengkajian permasalahan dan‘ :

peraturan perundang undangan agar pelaksanaan tugas sesual denganj; St
- ketentuan yang berlaku; | : %

membagi tugas kepada bawahan sesuax dengan bldang tugasnya
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan'- maupun tertulls guna ;

- meningkatkan- kelancaran pelaksanaan tugas; ‘ : :
. melaksanakan koordtna5| ‘dengan Kepala Sub Baglan dan Kepala Sek31 dl ;

lingkungan Inspektorat secara langsung maupun ' tidak langsung untuk -

“mendapatkan ‘masukan, informasi ‘serta untuk mengevaluasn permasalahan‘ :
~agar diperoleh:hasil kerja yang Optlmal , , :

. "menglnventarlbaSI hasnl pengawasan dan tlndak lanjut hasul pengawasan

melaksanakan admm;strasx laporan hasil pengawasan, i
melaksanakan evaluam laporan hasil pengawasan -
menyusun statlstlk hasil pengawasan;

menyelenggarakan kerja sama pengawasan

‘ menyelenggarakan Rakorwas dan Larwasda o . 7
. 'menylapkan bahan koordmaSI dan konsultaSI hasnl pengawasan*

menyusun Laklp, Rewew LKPJ Penetapan Kmerja LPPD dan LKD



/." .

m. melaksanakan monitoring,

evaluaSI dan menilai prestas: kerja pelaksanaan

tugas bawahan secara berkala melalui sistem pemlalan yang tersedla sebagal

cerminan penamollan kerja;

. membuat . laporan pelaksanaan tugas kepada -atasan sebagai dasari-'

pengambilan kebijakan;

menyampalkan saran dan pertlmbangan kepada atasan balk secara lisan

- maupun te'rtuho sebagai bahan masukan guna. kelancaran pelaksanaan tugas;

lnelaksandkan tugas lain yang dnbenkan atasan sesuai d
en
fungsinya. gan tugas dan

7 Paragraf 3.
Kepala Sub Baglan AdmlnlstraSI dan umurn

Pasal 7

(1) Kepala Sub Baglan Administrasi dan’ Umum mempunyan tugas membantu
Sekretaris dalam melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan penatausahaan
surat menyurat dan urusan rumah tangga .

'(2) Uraian tugas 'sebagalmana dimaksud pada ayat (1) sebagax berikut ;'

-a.

@ ™o

menyusun proguam kegiatan Sub Bagian -Admiinistrasi .dan* Umum
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data
yang tersedia aebagal pedoman pelaksanaan kegiatan;

menjabarkan “perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan:
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang beriaku; Co

membagl tugas kepada bawahan sesuai dengan bldang tugasnya,
memberikan arahan dan petunjuk secara hsan maupun tertulls guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan kcordinasi dengan Kepala Sub Baglan dan Kepala Seksi di

'Imgkungan Inspektorat secara langsung maupun - tidak langsung untuk

mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasx permasalahan

- agar dlperoleh ha>|I kerja yang optlma|

mengelola urusan tata usaha surat menyurat dan kearsnpan

: mengelola admnmstrasn mventansasn pengkajian, analisis dan pelaporan

mengelola urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga
Mempersupkan surat perjalanan dmas ‘

melaksanakan momtonng, evaluasi dan menilai prestasn kerja - pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem pemlalan yang tersedia sebagai

_cermlnan penampilan kerja; - , ‘
~ membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagan dasar

pengambilan kebuakan : ;
menyampalkan saran dan pertimbangan . kepada atasan baik secara lisan

maupun tertulis sebagal bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; |

melaksanakan tuqas lain yang dlberlkan atasan sesuai dengan tugas dan

- fungsinya.



e
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Baglan Ketiga
lnspektur Penibantu Wllayah ! Bldang Pemenntahan dan Aparatur

Pasal 8

(1) lnspektur Pembantu Wllayah | Bidang Pemerlntahan dan Aparatur mempunyan
tugas - membantu Inspektur dalam’ melaksanakan - pengawasan terhadap
pelaksanaan .urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemerintahan Umum,
Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Aparatur.

(2) Uralan Tugas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), sebagan berikut ;

a. merumuskan .program keglatan Inspektur Pembantu Wilayah | Bidang
- Pemerintahan dan Aparatur berdasarkan peraturan perundang-undangan

- yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan
; keglatan .

. menjabarkan perintah atasan melalu1 pengkajian permasalahan dan

~ peraturan perundang- undangan agar pelaksanaan tugas sesueu dengan
~ ketentuan yang berlakuy;

. membagi tugas kepada bawahan sesuai " dengan bldang tugasnya,

memberikan "arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertuhs guna

- meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas:

.- melaksanakan koordlnaSI dengan Inspektur - Pembantu dl lingkungan
~Inspektorat secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan
“masukan, informasi serta untuk’ mengevaluasn permasalahan agar diperoleh
- hasil kerja yang optimal;. -

. menganalisa data yang menjad| obyek pemenksaan di bldang Pemermtahan

Umum, Pemerintahan Daerabh, Pemermtahan Desa/Kelurahan dan Aparatur;

. ‘merumuskan bahan UPKPT bidang Pemerlntahan ‘Umum, Pemenntahan
Daerah, Pemenntahan Desal/Kelurahan dan Aparatur

. melaksanakan pengawasan berdasarkan PKPT dan Non PKPT di bidang

Pemerintahan Umum, Pemenntahan Daerah, Pemenntahan Desa/Kelurahan
dan Aparatur; :

.Amelaksanakan pemeriksaan, pengusutan penguyan dan pemleuan tugas

pengawasan di bidang Pemerintahan Umum, Pemermtahan Daerah,
Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Aparatur;

merumuskan hasil pemeriksaan ke dalam KKP,"-‘,

merumuskan - pokok-pokok masalah iemuan hasil pemeriksaan dan
rekomendasmya serta LHP; . .

. melaksanakan monitoring, evaluasn dan memla1 prestasi kerja pelaksanaan .

tugas bawahan secara berkala melalu; sistem. penllalan yang tprsedla sebagai
cerminan penampllan kerja; . : :

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar
pengambﬂan kebuakan :

.menyampalkan saran dan pertimbangan kepada atasan bauk secara lisan

maupun tertuhs sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas,

. melaksanzkan: tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
~ fungsinya. :



\‘

‘ Paragraf1
Kepala Seksi Pengawas Pemerlntahan Umum

Pasal 9

(1) Kepala Sekel Pengawas Pemermtahan ‘Umum mempunya: tugas membantu
Inspektur ‘Pembantu - - Wilayah | Bldang Pemerintahan dan Aparatur dalam

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemenntahan Daerah
di Bidang Pemerintahan Umum dan pertanahan '

(2) Uraian Tuga= sebagalmana dimaksud pada ayat (1) sebagal benkut

a. menyusun. program kegiatan - Seksi Pengawas ‘Pemerintahan  Umum
- berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data
.yang tersedia sebagal pedoman pelaksanaan kegiatan;

b.'»menjabarl«an perintah atasan, melalui pfangkajlan permasalahan dan

peraturan perundang- undangan’ agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang: ‘tugasnya,
-memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertuhs guna
meningkatkan ke!ancaran pehkaanaan tugas

-od. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di

- lingkungan ‘Inspektorat secara langsung maupun -fidak langsung untuk

- mendapatian-masukan, informasi serta untuk menqevaluasu permasalahan
agar diperoleh hasn kerja yang optimal;

e. menyiapkan data yang menjadi obyek pemenksaan di bldang Pemenntahan
Umum dan Pertanahan

: f. menyiapkan bahcm UPKPT di bidang Pemenntahan Umum dan Pertanahan,

g. melaksanclkan pengawasan berdasarkan PKPT dan Non PKPT di bldang
- Pemerintahan.Umum dan Pertanahan

_ h.‘melaksanakan pemenksaan pengusutan, pengu;nan dan penilaian tugas
- pengawasan di bidang Pemerintahan Umum dan Pertanahan

- i. - menyusun hasnl pemeriksaan ke’ dalam KKP;

j- menyusun pokok-pokok masalah temuan: hasil pemeriksaan dan
rekomendasinya serta LHP; .

" k. melaksanakan monitoring, ‘evaluasi dan memlal prestaSI kerja’ pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalu1 sistem penllalan yang tersedla sebagal N
cerminan penampﬂan kerja;

‘l.‘ membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar
pengambilan kebijakan; : .

m. menyamp'*ukan saran dan pertlmbangan kepada atasan balk secara lisan
maupun tertuhs sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

n. melaksanakan tugas lain yang ‘diberikan atasan sesuan dengan tugas dan
fungsinya. . : _



Kepala Seksi P

(1) Kepa!a Seksi

Kelurahan mempunyai tugas membantu Ins
Pemerintahan dan

pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pe
Pemerintahan Desa/kelurahan :

Paragraf 2

engawas Pemenntahan Daerah dan Pemermtahan Desa/KeIurahan

Pasal 10

i Penqawas Pemerintahan Daerah dan Pemerlntdhan Desa dan

pektur Pembantu Wilayah | Bidang
Aparatur dalam- . melaksanakan . pengawasan terhadap

menntahan Daerah dan

(2) ‘Uraian Tugas sebaqalmana dimaksud pada ayat (1) sebaga| benkut

a.

menyusun program kegiatan Seksi Pengawas Pémerintahan Daerah dan
Pemerintahan' Desa/Kelurahan berdasarkan peraturan perundang- -undangan

yang berlaku dan sumber data yang tersedla sebagal pedoman pelaksanaan
kegiatan; ;

menjabarkan 'perintah atasan  melalui pengkajlan permasalahan dan

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; - ~

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan: kelancaran pelaksanaan tugas; .~ |

. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di
~lingkungan  Inspektorat secara langsung maupun -tidak langsung untuk

mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevalua3| permasalahan
agar diperoleh hasil kerja yang optlmal

menyiapkan data yang menjadl obyek pemenksaan di bldang Pemenntahan
Daerah dan Pemermtahan Desa/Kelurahan; -

menyiapkan bahan UPKPT di bldang Pemenntahan Daerah dan
Pemerintahan Desa/Kelurahan; - :

. melaksanakan p=ngawasan berdasarkan PKPT dan Non PKPT di bldang ‘

Pemenntahan Dzerah dan Pemerintahan Desa/Kelurahan

melaksanakan pemeriksaan, pengusutan pengujian - dan. pemlalan fugas
pengawasan - - di  bidang Pe‘menntahan Daerah dan Pemenntahan 4
Desa/Kelurahan;

menyusun hasil pemenKsaan ke.dalam KKP , .
menyusun pokok—pokok masalah temuan hési}l pemeriksaan dan

- rekomendasinya serta LHP;

‘melaksanzkan monitoring, evaluasi dan menllan prestasi kerja pelaksanaan ‘
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penlla!an yang tersedta sebagai

cerminan penampilan kerja;

membuat laporan pelaksanaan ‘tugas kepadé atasan >ebaga| dasar
pengambilan kebuakan _ ‘ .

.menyampankan saran dan per’umbangan kepada atasan baik -secara lisan

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas lain yang: dlberlkan atasan sesual dengan tugas dan
fungsmya .



Par?gfaf 3
Kepala Seksi Pengawas Aparatur

Pasal 11

' ~(1) Kepala Sek*,n Pengawas Aparatur mempunyai. tugas membantu lnspektur o

Pembantu Wilayah | Bidang Pemerintahan dan Aparatur dalam melaksanakan

pengawasan terhaclap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang
Aparatur. :

a.

(2) Uralan Tuga«* sebagalmana dimaksud pada ayat (1) sebagal berlkut

menyusun  program- keglatan Seksi Pengawas Aparatur - berdasarkan
7 peraturan perundang-undangan yang beriaku dan sumber data yang tersedia -

 sebagai padoman pelaksanaan. keglatan

. menjabarkan perintah atasan melalui penqkajlan permasalahan dan
- peraturan perundang- undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan

- ketentuan yang berlaku;

membagl tugas- kepada bawahan sesual dengan bldang tugasnya,
memberikan arahan dan petunjuk secara Ilsan ~maupun tertuhs guna

. menmgkatkan kelancaran pelaksanaan tugas '
. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala SubBaglan di

lingkungan Inspektorat secara 'langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasn permasalahan
agar diperoleh hasil kerja yang optlmal :

menyiapkan data yang menjadi obyek perhenksaan dl _bidang Aparatur |

‘ menylapkan bahan UPKPT di bidang Aparatur
.. melaksanakan pengawasan berdasarkan PKPT dan Non PKPT di bidang

Aparatur;

. melaksanakan pemenksaan pengusutan pengunan dan pemlalan tugas

- pengawasan di bidang Aparatur; -

. menyusun hasnl pemenksaan ke dalam KKP

‘menyusun  pokok-pokok masalah temuan  hasil 'pemefiksaan dan.
‘rekomendasmya serta LHP; o : o

) melaksanakan monitoring, eveluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penllalan yang ter<ed|a sebagai

~..cerminan penampllan kerja;

- membuat laporan pelaksanéan tugas kepada atasan sebagan dasar:
- pengambilan kebuakan :

.menyampalkdn saran -dan pertlmbangan kepada ‘atasan baik - secara llsan

maupun tertulis s;ebagal bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

. melaksanakan tugas lain yang dlberlkan atasan sesual dengan tugas dan
fungsinya. :
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T
Bagxan Keempat

lnspektur P«=mban1u Wllayah Il Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Aset

. : Pasal 12
(1) lnspektur Pembantu Wilayah 1i Bidan

mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan
pengawasan
terhadap peleksanaan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang penyelengggaraan

pendapatan pajak daerah dan penerimaan . lain-lain; retnbusn daerah dan
pengelolaan aset yang dikuasai oleh daerah. V

(2) Uraian Tugas sebagalmana dlmaksud pada ayat 1 sebagal berikut :

a.,merumuskan program kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang
- Pendapatan dan Pengelolaan Aset berdasarkan - peraturan ' perundang-

undangan yang berlaku dan sumber data ‘yang tersed|a sebaga| pedoman
pelaksanaan keglatan :

g Pnndapatan dan Pengelolaan Aset

b. menjabarkan perintah  atasan melalui pengkauan permasalahan dan

peraturan perundang -undangan agar pelaksanaan tugas eesual dengan
ketentuan yang berlaku; :

. membagi tugas kepada bawahan sestai . dengan bldang tugasnya,
"~ memberikan. arahan dan petunjuk secara lisan . maupun tertuhs guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. 'melaksancikan koordinasi dengan Inspektur Pembantu d| hngkungan
Inspektorat secara langsung maupun tidak: Iangsung untuk mendapatkan
masukan, informasi serta untuk mengevaluasn permasalahan agar dlperoleh :
‘hasil kerja yang optlmal : , .

e. menganalisa data yang menjadi obyek pemerlksaan di bldang pendapatan
pajak daerah dan penerimaan lain-lain; retribusi daerah dan pengelolaan aset;

| f. merumuskan - -bahan UPKPT di bidang pendapatan pajak daerah dan
- penerimaan lam lain, retribusi daerah dan pengelolaan aset;

‘g. melaksanakan pengawasan berdasarkan PKPT dan Non PKPT dl bldang
, pendapatan pajak daerah dan penerimaan lain- lam retribusi daerah dan
‘pengelolaan aget; |

" h. melaksanakan pemerlksaan pengusutan penguuan dan penllalan tugas
~ pengawasan di bidang pendapatan pajak daerah dan penerlmaan lain-lain,
retribusi daerah dan pengelolaan aset; ,

i. merumuskan hasil pemeriksaan ke dalam KKP

j."merumuskan pokok-pokok ' masaiah temuan “hasil pemerjksaan dan
rekomendasmya serta LHP; ,

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan memla| prestaS| kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melaluu sistem penllamn yang tersedla sebagai
cerminan penampllan kerja; .

l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebaga: dasar‘
' pengambllan kebijakan; o

m. menyampdlkan saran dan pertimbangan kepada atasan balk secara hsan,
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

n. melaksan'lkan tugas lain yang dlberlkan atasan sesua: dengan tugas dan
fungsmya : : _



Paragraf 1

Kepala Seksn Dengawas Pendapatan Pajak Daerah dan Penenmaan Lain-Lain

Pasal 13

(1 Kepala Seksi Pengawas Pendapatan Pajak Daerah dan Penerlmaan ‘Lain-Lain
mempunyai tugas membantu Inspektur Wilayah .11 Bidang Pendapatan dan
Pengelolaan Aset dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan

urusan Pemerintahan Daerah di- Bldang pendapatan pajak daerah dan
penenmaan lain-lain. . *

=5 (2) Uralan Tugas sebaqalmana dlmaksud pada ayat (1) sebagal benkut
a.

menyusun progrcnm kegiatan Seksi Pengawas Pendapatan Pajak- Daerah dan

~ Penerimaan Lain-Lain berdasarkan peraturan  perundang-undangan yang
- berlaku dan sumber data ‘yang tersedla sebagal pedoman pelaksanaan

kegiatan;

menjabarkan . p<=rintah atasan melalui pengkajian permasal_ahan_ dan

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; '

. membagi- tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya'

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertuhs guna

‘meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; -
. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Baglan di

lingkungan Inspektorat secara langsung maupun tidak langsung untuk -
mendapatkan ‘masukan, informasi serta untuk mengevaluaSI permasalahan

| agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

menyiapkan data yang menjadi obyek pemenksaan di bldang pendapatan
pajak daerah dan penerimaan lain-lain; :

menyiapkan bahan “UPKPT di bidang pendapatan pajak daerah dan

' penenmadn lain-lain;

melaksanakan pengawasan berdasarkan PKPT dan Non PKPT di bldang »
pendapatan pajak daerah dan penenmaan lain-lain;

. melaksanakan pemenksaan pengusutan pengujian dan penllalan tugas

- pengawasan di bidang pendapatan pajak daerah'dan penerimaan lain-lain;

menyusun hasil pemeriksaan ke dalam KKP;

. menyusun - pokok-pokok  masalah temua_n . hési'l peme‘rliksaan‘ dan

rekomendasinya serta LHP;

melaksanakan monitoring, evaluasn dan memla| prestasi kerja- pelaksanaan :

tugas bawahan secara berkala melalui sistem penllalan yang tersedia sebagau
cerminan penampilan kerja; . :

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagan dasar

- pengambilan kebijakan;
.menyampalkan saran dan pertimbangan kepada atasan balk .secara 1|san

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

‘melaksanakan tugas lam yang dlbenkan ataqan sesuai dengan tugas dan
.fungsmya :



-y

(1) Kepala Sek51 Pengawas Retribusi Daerah me
Pembantu Wilayah I

, Paragraf 2 ,
Kepala Seksi Pengawas Retnbusn Daerah

Pasal 14

mpunyai tugas membantu Inspektur
Bidang Pendapatan - dan Pengelolaan - Aset dalam

‘melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemenntahan Daerah
d| Bidang retnbUSI daerah.

(2) Uralan Tuga sebagalmana dimaksud pada ayat (1) sebaga| benkut

a.

menyusun program kegiatan Seksn Pengawas Retribusi Daerah berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berfaku dan sumber data yang tersedia
sebagai pedoman pelaksanaan keglatan

menjabarkan . perintah atasan . melfalui pengkajlan permasalahan dan

peraturan perundang undangan agar pelaksanaan tugas 'sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
memberikan 'arahan dan petunjuk secara hsan maupun tertuhs guna
memngkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seks» dan Kepala Sub Bagian dl
lingkungan ' Inspektorat secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluaSI permasalahan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal; -

menylapk.an data yang menjadi obyek pemeriksaan di bndang retnbusu daerah;
menylapkan bahan UPKPT di bldang retribusi daerah;

. melaksanakan pengawasan berdasarkan PKPT dan Non PKPT di b|dang

retribusi daerah;

melaksanakan pemenksaan pengusutan pengupan dan pemlalan tugas
pengawasan di bidang retribusi daerah

menyusun hasil pemeriksaan ke dalam KKP;-

menyusun pokok—pokok masalah  temuan hasil pemeriksaan dan
rekomendasmya serta LHP;

tasn kerja pelaksanaan
melaksanakan- monitoring, evaluasi dan menilai pres
tugas bawahan secara bérkala melalui sistem pemla:an yang tarsedla sebagai

cerminan penampllan kerja;

membuat Iaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar |
pengambllan kebuakan, -

'menyampalkan saran dan pertimbangan kepada atasan ba|k secara lisan

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas lain yang dlbenkan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsmya . .



| Paragraf 3 -
" - Kepala Seksi Pengawas Pengelol_aan.Aset

Pasal 15

(1) Kepala Seksu Pengawas Pengelolaan aset mempunyal tugas membantu
Inspektur Pembantu Wilayah Il Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Aset dalam

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerlntahan Daerah
di Bidang pengelolaan aset. .

(2) Uraian Tugau sebacualmana dlmclkSUd pada ayat (1) sebagal benkut

a.

menyusun program kegiatan Seksi Pengawas Pengelolaan Aset berdasarkan

‘peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

menjabarkan perintah " atasan melalui pengkajlan pérmasalahan dan

peraturan perundang- undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
yketentuan yang kerlaku;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bldang tugasnya,
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertuhs guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; -

. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di

lingkungan Inspektorat secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatican masukan, informasi serta untuk mengevaluasn permasaiahan

“agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

menylapkcm dat"l yang menjadl obyek pemenksaan d| b|dang pengelolaan
asef; A

menylapk in bahcln UPKPT di bi'da'ng pengelolaan aset

melaksanzkan p(=ngawasan berdasarkan PKF‘T dan Non PKPT di bidang
pengelolaan aset; : L ,

melaksanakan pemeriksaan, pengusutan pengupan dan pen||a|an tugas
pengawasan di bidang pengelolaan aset;

menyusun hasil pemeriksaan ke Qalam KKP;

menyusun  pokok-pokok masalah te'muan: hasil pemeriksaan dan'
rekomenddsmya serta LHP; ‘ : ‘

melaksanakan monitoring, evaluasi dan menllal presta5| kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalun sistem penllalan yang tersedla sebaga|
cerminan penampilan kerja

“

membuat laporan peIaksanaan tugas kepada atasan .,ebagal dasar
pengambilan kebuakan . - ,

.'menyampalkan saran dan pertlmbangan kepada atasan balk secara lisan

maupun tertuhs sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan :tugas lain yang d|benkan atasan sesua| dengan tugas dan
fungsmya o



: Baglan Kelima : ~ ,
Inspektur Pembamu Wllayah fl Bldang Perekonomlan dan Pembangunan

Pasal 16

‘(1) lnspektur Pembantu Wllayah n Bldang Perekonomlan dan Pembangunan‘ :
~_mempunyai -tugas membantu Inspektur dalam ‘melaksanakan pengawasan

terhadap ' pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang ekonomi,

_koperasi, Badan  Usaha Milik Daerah, industri; perdagangan perhubungan
parlw:sata pertanian, permukiman dan hngkungan hldup

(2) Uralan Tugas sebagalmana dimaksud pada ayat 1, sebagal berlkut

S ’,i‘a.

imerumuskan program kegiatan lnspekiur Pembantu Wllayah lll Bldang.'}i'
Perekonornian dan Pembangunan berdasarkan peraturan - perundang-

‘undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedla sebaqal pedoman o
‘pelaksanaan kegiatan; . ;

.imenjabarl‘an perintah: atasan’- melalun pengkajlan permasalahan dan

‘peraturan perundang- undangan agar pelakoanaan tugas sesual dengan

o ‘ketentuan yang berlaku;

. 'membagl tugas kepada bawahan sesuai dengan bldang tugasnya

memberikan arahan dan - petunjuk secara lisan ‘maupun tertulls guna

i ;_menmgkatkan kelancaran pelaksanaan tugas

.melaksanakan koordlna3| dengan Inspektur Pembantu di- Imgkungan'

T Inspektorat secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan

merumuskan hasll pemenksaan ke dalam KKP

- masukan, informasi serta untuk mengevaluas: permasalahan agar diperoleh
'Lhasﬂ kerja yang Optlmal

.,:menganallsa data yang menjadl obyek pemenksaan d| bldang ekonomi,

koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, industri, perdagangan, perhubungan,

‘)par|W|sata pertanlan permukiman dan hngkungan hidup;

. merumuskan bahan UPKPT di bldang ekonomu kopera3| Badan Usaha Milik
Daerah, industri, perdagangan, perhubungan panwnsata pertanlan
“ permuklman dan Ilngkungan hldup, e T : :

'melaksanakan pengawasan berdasarkan PKPT dan Non PKPT di bldang
ekonomi, koperasi, Badan Usaha ‘Milik Daerah, industri, perdagangan,

- perhubungan; par|WIsata perlaman permuklman dan hngkunqan hldup,

melaksanakan pemeriksaan, pengusutan pengujian dan penilaian tugas

- pengawasan : di bidang ekonomi, koperasr Badan Usaha Milik Daerah,

industri, perdagangan, perhubungan, panwnsaa pertaman permuklman dan

‘,}Ilngkungan hidup;

“merumuskan - pokok-pokok masaiah te_muan. 'hasil pelne'riksaan dan

' f,,rekomenc*asmya serta LHP;

melaksanakan monltorlng, evaluasn dan menllal prestaS| kerja pelaksanaanv’y,, S

tugas. baviahan secara berkala melalun snstem penllalan yang tersedla sebagal

- _cerminan penampllan kerja;

'membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal ‘dasar

~ pengambilan kebuakan ,
.menyampalkan saran dan pertlmbangan kepada atasan balk secara hsan :

maupun tartulis sebagal bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
melaksanakan tugas lam yang dlbenkan atasan sesual dengan tugas dan

v fungsmya



Paragraf 1 S S
Kepala Seksi Pengawas Ekonomu Koperasu :
‘ dan Badan Usaha Milik Daerah

Paoal 17

’(1) Kepala Sek<| Pengawas Ekonomu Koperass dan Badan Usaha Milik Daerah"

- mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu Wilayah. |ll . Bidang
- Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan urusan Pemerintahan ‘Daerah di Bldang Ekonoml KoperaSI dan
‘Badan Usahcn M|I|k Daerah. .

a

s '(2) Uralan Tuga sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) sebagal benkut

‘ ymenyusun program kegiatan Seksn Pengawas Ekonoml KoperaS| dan BUMD
- berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data
yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

menjabarhan perintah atasan melalui pengkajlan permasalahan dan

e peraturan ‘ perundang- undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan :
~ ketentuan yang berlaku , o :

. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan b|dang tugasnya
‘memberukan ‘arahan dan petunjuk secara - lisan - maupun tertuhs guna

menmgkalkan lfelancaran pelaksanaan tugas; -

.'Vmelaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagnan dl‘ | |

: lmgkungan lnsp=ktorat secara langsung maupun tidak Iangsung untuk

‘mendapatkan masukan, informas! serta untuk mengevaluast permasalahan
' agar dlperoleh hasil kerja yang optlmal

meny|apkan data yang-: menjadl obyek pemenksaan d| bldang ekonoml‘

_ Koperasi dan Badan Usaha Milik Daerah;.

T,menylapkan bahan UPKPT di bldang ekonoml Kopera3| dan Badan Usaha. |
- Milik Daerah; ‘ o

melaksandkan pengawasan berdasarkan PKPT dan‘ Non PKPT d| bldang }
,ekonoml KKoperasi dan Badan Usaha Milik Daerah : :

.,melaksandkan pemenksaan pengusutan pengupan dan penllalan tugas
‘ pengawasan di b;dang ekonomi, Koperasi dan Badan Usaha M|I|k Daerah ‘

. menyusun hasil pemerlksaan ke dalam KKP;

. menyusun - pokok-pokok masalah temuan hasﬂ pemeriksaan,‘dan :
‘rekomendasmya serta LHP; - , : : :

melaksamkan momtonng, evalua5| dan menlla: prectaS| kerja pelaksanaan V

~ tugas bawahan secara berkala melalun sxstem pemlanan yang t«=rsed|a sebagal o
~cerminan penampllan kerja e o

“membuat lapomn pelaksanaan tugas kepada atasan sebaga| dasar"' :

pengambllan kebijakan;:

. menyampaikan saran dan pertlmbangan kepada atasan baik secara llsan S
“ maupun tertulis sebagal bahan masukan guna kelancaran pelaksaﬂaan tugas

melaksanakan tugas lam yang dsbenkan atasan sesual denga'1 tugas dan L g

fungsmya



Paragraf2
Kepala Seksi Pengawas industri, Perdagangan Perhubungan
: ' dan Panwnsata R

Pasal 18

(1) Kepala Seks: Pengawas Industri, Perdagangan, Perhubungan dan Pariwisata
mempunyai. tugas membantu Inspektur Pembantu Wilayah - [l Bidang
Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dl Bldang budang industri,
perdagangan, perhubungan dan panwnsata '

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (N, sebagal berlkut
a.

menyusun program kegiatan Seksi Pengawas Industri, Perdagangan
Perhubungan dan Pariwisata berdasarkan peraturan perundang- -undangan

yang berlaku dan sumber data yang tersedla sebaga| pedoman pelaksanaan |
kegiatan; :

menjabarkan perintah atasan ‘melalui pengkajlan permasalahan dan

peraturan - perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

. membagl tugas kepada bawahan sesuai dengan bldang tugasnya,

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan’ .maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Baglan d|
lingkungan Inspzktorat secara ‘langsung maupun tidak langsung - untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasx permasa|ahan
agar diperoleh hasil kerja yang optlmal :

menyiapkan data yang menjadl obyek pemenksaan di bldang mdustn

perdagangan, perhubungan dan pariwisata;

menylapkan bahan UPKPT di bxdang mdustn perdagangan perhubungan

dan pariwisata; .
. melaksanakan pengawasan berdasarkan PKPT dan Non F’KPT di bidang

industri, perdagangan, perhubungan dan pariwisata;
melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan pemlalan tugas

- pengawasan dl bidang industri, perdagangan, perhubungan dan par|W|sata

menyusun hasul pemeriksaan ke dalam KKP;,

menyusun pokok-pokok masalah temuan'.hasil pemeriksaan dan
rekomendasmya serta LHP; ‘

melaksanukan., monitoring, evaluasi dan mem!ax prestaSI kerja pelaksanaan'
tugas bawahan secara berkala melalu: sistem pemlalan yang tersedia sebagai
cerminan penampllan kerja; :

. membuat. laporan pelaksanaan ' tugas kepada atasan sebagal dasar

pengamblfan kebijakan;

. menyampaikan saran dan pemmbangan kepada atasan baik secara hsan

maupun tertulis sebagai bahan magukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas lain yang dlbenkan atasan sesual dengan tugas dan
fungsinya. L



Loy

Paragraf 3:

Kepala Sek31 Pengawas Pertaman Permuklman dan Llngkungan Hldup

: Pasal19 |

‘  (1) Kepala Seksi Pengawas Pertanian, Permuklman dan Llngkungan Hidup

- mempunyai tugas membantu Inspektur: Pembantu Wilayah " Hll - Bidang
Perekonomian .dan Pembangunan dalam melaksanakan pengawasan terhadap -

pelaksanaan urusan Pemenntahan Daerah dl Bxdang pertaman permuklman dan -
hngkungan h:dup , :

bl a.

: | (2) Uralan Tugas sebagalmana dimaksud pada ayat (1), sebagal benkut

;menyusun program keglatan Seksi Pengawas Pertanian, Permuklman dan
- Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang undangan'yang berlaku -
~ dan'sumber data yang tersedia sebagal pedoman pelaksanaan kegiatan; =

menjabarkan penntah atasan melalui . pengkajlan permasalahan dan

~ peraturan perundang- undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan‘ s
e ketentuan yang berlaku; Y

membagl tugas kepada bawahan sesuai dengan bldang tugasnya,

“memberikan arahan dan petunjuk secara Ilsan maupun tertuhs guna_'
?‘menmgkatkarv kelancaran pelaksanaan tugas;

.'melaksanakan koordinasi denoan Kepala Seksn dan Kepala Sub Bagian dl
~ lingkungan lnspektorat secara, langsung maupun tidak langsung untuk

" mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevalua3| permasalahan

~agar dlperoleh hasil kerja yang optlmal

menyiapkan datcl yang menjadi - obyek pemenksaan di bldang pertanlani

- permukiman dan imgkungan hldup,

. menyiapkan bahcm UPKPT dl bldang pertanlan permuklman dan Ilrgkungan
~ hidup; : ;

g melaksanakan pengawasan berdasarkan PKPT dan Non PKPT di bldang ’
‘-pertaman, permuhman dan Imqkungan hldup,_ , e

melakqanakan pcamenksaan ‘pengusutan, pengunan dan pemlalan tugas_
: pengawasan di.bidang pertanian, permuk|man dan Imgkungan hldup,

menyusun hasnl p',merlksaan ke dalam KKP;

menyusun pokok-pokok ~ masalah temuan hé_sil pemeriksaah ,‘dan
rekomendasinya serta LHP; ' . :

melaksanakan monltonng, evaluaqu dan memlal prestaS| kerja pelaksanaan

tugas bawahan secara berkala melalui sistem pemlaian yang tersedla sebagal

- cerminan penampﬂan kerja

‘membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan 9ebaga| dasar
; pengambncm kebuakan : : «

.‘menyampalkan saran dan pertlmbangan kepada atasan balk secara lisan

maupun tertulis sebagal bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
melaksanakan tuqas lam yang dlbenkan atasan sesuan dengan tugas dan A

S fungsmya
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. Baglan Keenam* :
Inspnktur P‘=mbantu Wilayah \Y Bldang Kesejahteraan Sosnal

Pasal 20

(1) Inspektur Pe'nbantu Wilayah IV Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyal tugas
- _membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap ‘pelaksanaan
urusan Pemerintahan Daerah di Bidang pend:dlkan pemuda, olah raga,

kesehatan, Keluarqa Berencana, kependudukan sosnal tenaga kerja dan
' transmlgraSI

o (2) Uraian Tugas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) sebaga| benkut
a.
- Sosial berdasarkan peraturan  perundang- undangan yang berlaku dan

merumuskan program kegiatan lnspektur Pembantu IV Bidang Kesejahteraan

sumber dcnta yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

menjabarkan perintah atasan melalui pengkauan “permasalahan dan

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; : »

membagl tugas kepada bawahan sesuai dengan b:dang tugasnya,
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertuhs guna
menmgkatkan kelancaran pelaksa"laan tugas

melaksanakan koordinasi dengan Inspektur Pembantu di ,Iingkungan ‘
Inspektorat secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan -

- masukan, informasi serta untuk: mengevaluasn permasalahan agar diperoleh

hasil kerja yang cptimal;

menganahsa data yang menjadl obyek pemenksaan di bidang- pendldlkan
pemuda, olah raga, kesehatan, Keluarga Berencana kependudukan sosial,
tenaga ketja dan transmigrasi; : :

merumuskan bahan UPKPT d| bidang pend1d|kan pemuda “olah raga '
kesehatan, Keluarga Berencana kependudukan sosial, tenaga kerja dan
transmngraa :

. melaksanzkan p(=ngawasan beldasarkan PKPT dan Non PKPT di bidang
~ pendidikar, ~ pernuda, olah’ raga, kesehatan, Keluarga ,Berencana
. kependudukan, sosial, tenaga kerja dan transm|gra3|

melaksanzkan pomenksaan pengusutan, penguuan dan pemlalan tugas
pengawasan di bidang pendidikan, pemuda, olah raga, kesehatan, Keluarga
Berencana, kependudukan, sosial, tenaga kerja dan transm|gras1

merumuskan hasil pemeriksaan ke dalam KKP

merumuskan pokok-pokok masalah temuan hasn pemeriks'aan dan
rekomendasinya serta LHP; _

melaksanakan monitoring, evaluaSI dan menilai prastaSI kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalu1 sistem pemlalan yang tersedla sebagai

, cermman penampilan kerja;. _
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan oebagal dasar.

pengambilan kebijakan;

. menyampaikan saran dan pertlmbangan kepada atasan bark secara lisan

maupun tertulis se-bagal bahan masukan | guna kelancaran pelal\sanaan tugas;

melaksanakan tuqas Iam yang dlbenkan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsmya . . ;



Paragraf 1 , ~ :
Keprxla Sek8| Pengawas Pendldlkan Pemuda dan Olahraga

: Pasal 21

. ~'(1) Kepala Seksi Pengclwas Pendldlkan Pemuda dan Olah Raga mempunya| tugas B

membantu Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Kesejahteraan Sosial dalam

~ melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerlntahan Daerah
- di Bidang pendldlkan pemuda dan olah raga. :

’ ‘a.

‘ (2) Uralan Tugac sebagalmana dlmaksud ayat ) sebaga| benkut

. menyusun progmm kegiatan Seksi Pengawas Pendldlkan Pemuda dan Olah E
- Raga berdasarkzn peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber ,
: data yang tersadaa sebagal pedoman pelaksanaan kegiatan,

.ﬂmenjabarkan penntah “atasan melalw pengkajlan permasalahan dan

peraturan perundang- undangan ‘agar pelaksanaan tugas esual dengan
ketentuan yang berlaku; ,

membagl tugas kepada bawahan sesuai - dengan bldang tugasnya, |

- memberikan .arahan dan petunjuk secara Ilsan maupun tertulls -guna
menmgkaikan kelancaran pelaksanaan tugas; -

melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sek31 dan Kepala Sub Bagian di-

~ lingkungan Inspektorat secara langsung maupun.’ tidak langsung - untuk
- mendapatkan. masukan, informasi serta untuk- mengevaluasn permasalahan
‘agar dlperoleh hasil kerja yang optimal;

menylapkan data yang menjadl obyek pemenksaan di bldang pendldlkan

. pemudadan olah raga;
: menylapkan bahan UPKPT di bldang pendldukan pemuda dan olah raga;

. melaksandkan pengawasan berdasarkan PKPT dan Non PKPT di b|dang .
pendldlkan pemuda dan olah raga; v :

. melaksanakan pemenksaan pengusutan pengunan dan pennalan tugas 1
k pengawa :an di bldang pendldlkan pemuda dan’ olah raga .

menyusun hasil pemenksaan ke dalam KKP;

menyusun pokok-pokok masalah temuan hasil7‘ pemeriksaan dan'
rekomendasmya serta LHP; : ; : :

. melaksanakan monltonng, evaluasn dan menilai prestaSI keua pelaksanaan
' ‘tugas bawahan secara berkala melalui sistem penllalan yang tersadla sebagal,n
~cerminan penampllan kena ‘ , :

'membuat !aporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar

pengambl an kebuakan

. menyampeukan saran dan perhmbangan l’epada atasan baik secara llsan‘ |
- maupun tertulis sebagan bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; -

melaksanakan tugas lain yang d|benkan atasan sesua| dengan tugas dan‘

e V‘fungsmya



, Paragraf 2 - ,
Kepala Seksl Pengawas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Pasal 22 o

(1) Kepala SekSI Pengawas Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyal tugas
~membantu lnspektur Pembantu Wilayah 1V Bidang Kesejahteraan Sosial dalam

~melaksanakan pengawasan terhadap’ pelaksanaan urusan Pemerlntahan Daerah
- di Bidang keqehatan dan Keluarga Berencana. :

(2) Uralan Tugas sebagalmana dimaksud pada ayat (1, sebagal benkut

Coa.
- Berencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
. ’sumber data yang tersedia sebagal pedoman pelaksanaan keglatan

men;abarkan ‘perintah ‘atasan  melalui pengkajlan permasalahan dan ',
peraturan perundang- undangan agar pelaksanaan tugas sesuai. dengan
_ ketentuan yang berlaku; g ER

menyusun program kegiatan Seksi Pengawas: ‘Kesehatan dan Keluarga

membagl tugas kepada bawahan sesuai dengan blddyng" tugasnya'

memberikan - arahan dan petunjuk - secara hsan maupun tertuhs “guna R
o memngkatkan kelancaran pelaksanaan tugas ,

:jmelaksanrlkan koordmasn dengan Kepala SekSl dan Kepala Sub Bagian di
lingkungar - Inspektorat ‘secara  langsung maupun tidak Iangsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluaSI permasalahan» o
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

menyiapkan data yang menjadi obyek pemenksaan dl bldang Kesehatan dan
Keluarga Berencana; - i : g :

menylapkan bahzin UPKPT d| bldang Kesehatan dan Keluarga Berencana,

melaksanzkan p¢=ngawasan berdasarkan PKPT dan Non PKPT di bidang

‘Kesehatan dan Keluarga Berencana

.:melaksanakan pemerlksaan pengusutan pengupan dan pemlalan tugas'
pengawasan di Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana ' '

menyusun hasil pemenksaan ke dalam KKP

menyusun - pokok-pokok masalah temuan has}‘irly peme'riksaan | dan.

,rekomendasmya serta LHP;.

melaksanakan monltorlng, evaluaS| dan memlal prestaSI kerja pelaksanaan‘ ,
: tugas bawahan secara berkala melalun snstem penllalan yang tersedla sebagai

cerminan penampllan kerja;

'membuat laporan pelaksanaan ‘tugas kepada atasan ebagai dasar "

pengambllan kebuakan

.menyampcukan saran dan pertlmbangan kepada atasan balk secara lisan -

maupun tertulss sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

. melaksanakan tugas Iam yang dlbenkan atasan se%ual dengan tugas dan
fungsmya : : v



| Paragraf 3 , . .
Kepala Sek3| Pengawas Kependudukan Sos:al Tenaga Kerja dan Transmngrasn

Pasal 23

(1) Kepala Sek& Pengawas Kependudukan Sosnal Tenaga Kerja dan TransmlgraS| i
mempunyai - tugas membantu Inspektur Pembantu - Wilayah - IV Bidang
4 - Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan

urusan Pemerintahan Daerah di Bldang Kependudukan Sosial, Tenaga Kerja
“dan Transmigrasi. -

[}

(2) Uralan Tuga< sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) sebagal benkut

e a.’ _menyusun program- keglatan Seksi Pengawas Kependudukan Sosial,.

- Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan peraturan perundang -undangan

f_'"yang berlaku dan sumber data yang tersedla sebagal pedoman pelaksanaan :
‘keglatan ; S ; .

E b ‘menjabarkan p«=rmtah atasan ‘melalui pengkajlan permasalahan dan
~ peraturan - perundang- -undangan. agar pelaksanaan tugas. se sua: dengan
T _,ketentuan yang berlaku; - , : , . E

@ c. membagi . tugas kepada bawahan sesuai dengan bldang tugasnya, -
R memberlkan arahan dan petunjuk secara hsan ‘maupun tertuhs guna ‘
A menlngka kan: kelancaran pelaksanaan tugas; ‘ ~

d. melaksanakan koordmasn dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Baglan di

- lingkungan - lnspektorat secara langsung maupuntidak langsung untuk
mendapatkan ‘masukan, informasi serta untuk mengevalua3| permasalahan; :
~agar dlperoleh hasil kerja yang optimal;. ‘

g e menyiapkan data yang menjadi obyek pemenksaan dl bldang Kependudukan
- Sosial, Tenaga Kerja dan Transmlgra3| ' : , '

. _f.' 'menylapkan bahan UPKPT di bldang Kependudukan Sosnal Tenaga Kerja.
- danTransmigrasi;

. g ‘melaksanakan pengawasan berdasarkan PKPT dan Non PKPT dl Bldang
e Kependudukan Sosial, Tenaga Kerja dan TransmlgraSI

",j~,h,',melaksan<1kan pemenksaan pengusutan pengujlan dan penllalan tugas
- pengawasan | ~di  bidang Kependudukan %Slal Tenaqa Kerja dan
Transmlgxasx

| ~i. menyusun hasn pemenksaan ke dalam KKP;

~j. ‘menyusun_ pokok-pokok masalah ,temuan hasn pemériksaan dan\'
' rekomendasmya serta LHP; : :

-k melaksandkan monitoring, evaluasn dan menllal prestasu kerja pelaksanaan oo
a tugas bawahan secara berkala melalui sistem penllanan yang tersedla sebagax =
e cerminan penampllan kerja; o e e R S
1. membuat Iaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasarﬁ
~~ pengambilan kebijakan; - = : :

m. menyampalkan saran dan per’umbangan kepada atasan balk secara llsan :
£ maupun tertulis sobagal bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; :

n melaksanc\kan tugas lain yang dlbenkan atasan sesuau dengan tugas dan
i ,fungsmyfl : SO



| BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh
Inspektur sepanjang mengenal pelaksanaannya.

— , Pasal 25

—

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Karanganyar

‘Nomor 305 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural

pada Badan Pengawas Kabupaten Karanganyar dicabut dan dinyatakan tidak
beﬂaku .

| ~ Pasal 26 |
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuainya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

- ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal \¢ @M%\Aj 9039

{ |
' S N Hj. RINA IRIANI SRI ANIN&H, S.Pd., M.Hum.
Diundangkan d| Karanganyar ' S .
pada tanggal = o %.TE,FA

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATENRWRANGANYAR

AQ KASTONO DS
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR g

 TELAH PIROREKS]




